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Komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya interaksi sosial, dengan
didukung oleh perkembangan teknologi maka interaksi yang dilakukan oleh masyarakat
semakin modern. Teknologi komunikasi merupakan hasil dari proses pemikiran manusia
sebagai makhluk sosial, sehingga terciptalah sarana komunikasi modern untuk berbagi
informasi melalui media komputer yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, yaitu situs
domain. Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan situs domain di Indonesia tidak terlepas
dari peran lembaga pemerintah yang secara khusus menangani pada bidang komunikasi
dan informatika, yaitu menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) sebagai
penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna situs.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan
untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yang lebih mengacu
pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
dan Peraturan Menkominfo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet
Bermuatan Negatif, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan
topik bahasan, serta pendapat para ahli dan jurnal-jurnal hukum. Hasil penelitian dari
penulisan skripsi ini bahwa menkominfo sebagai lembaga pemerintah yang menegakkan
hukum memiliki tugas dan fungsi serta wewenang dalam mengelola situs domain di
Indonesia, tetapi harus sesuai dengan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang.
Menkominfo memiliki peran sebagai pelayan masyarakat yang memberikan perlindungan
hukum dengan membuat keputusan ataupun kebijakan secara tertulis. Dampak yang
dihasilkan adalah hak-hak masyarakat sebagai pengguna situs bukan menjadi dirugikan,
tetapi pada sisi yang lain kebijakan yang dikeluarkan menkominfo adalah untuk
membantu mengatasi maraknya pornografi yang beredar secara bebas di internet. kendati
demikian bukan membatasi hak masyarakat untuk berbagi dan mengembangkan
informasi.

Menkominfo dapat memberikan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Akan tetapi, dengan
dikeluarkannya keputusan menkominfo untuk memblokir situs berdasarkan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs
Internet Bermuatan Negatif, Menkominfo sebagai lembaga pemerintah sekaligus penegak
hukum harus memperhatikan muatan yang diatur oleh peraturan menteri tersebut.
Kemudian Produk hukum yang dibuat oleh menkominfo sepatutnya memperhatikan
kewenangannya sebagai pelaksanaan dalam undang-undang. Sehingga tidak akan terjadi
polemik dalam masyarakat.
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ABSTRACT
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11 YEAR 2008 REGARDING INFORMATION AND ELECTRONIC
TRANSACTIONS
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Communication is one of the requirements of social interaction, supported by the
development of technology, the interaciont is done by increasingly modern society.
Communication technology is the result of human thought processes as social beings.
forming modern means of communication to share information by computer media which
is not limited in space and time, its called domain sites. In the accomplishment and
management of domain sites in Indonesia is inseparable from the role of government
agancies that deal specifically with the field of communication and informatics. That is
minister of communications and information technology as law enforcement in providing
legal protection for users of the site.

This thesis using normative juridical method which focused on reviewing the
application of the rules or norms in positive law. The statue approach of legislation
refers more primary legal materials in the form of law number 11 year 2008 about
informations and electronic transactions and minister of communications and
information technology regulations number 19 year 2015 about handling negatively
charged internet site and secondary legal materials in the form of books related to the
topic as well as excpert opinion. The results of this thesis is minister of communications
and information technology as government that enforce the law have duties and functions
and authorities in managing domain sites in Indonesia, but it must be in accordance with
legislation. minister of communications and information technology has an important
role as public servants that give legal protection by its written decision or policy. The
impact is not loss of people rights, but in the other side policy is to help against
pornography. Even that is not to restrict people to share information.

Minister of communications and information technology can give legal protection
as the form of law number 39 year 2008 about ministries.But, with ministrial decree to
blocking websites number 19 year 2014 about handling negatively charged internet site,
ministry as government institute at once as law enforcer should notice content that
regulated by minister. Then product of law tah created by Minister of communications
and information technology should notice its authority as law enforcement so there no
polemic in society.

Keyword : legal protection, domain site, Minister of Communication an
information technology
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